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Yih.

1. Para Menteni Kabinet Indonesia Bersatu II:

2. Sekretaris Kabinet;

3. Jaksa Agung;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

5. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Nonstruktural:
8. Para Gubemur;

9. Para Bupali/Walikota.

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan usulan dari para Pegawai Negeri Sipil tentang

pensam dini dengan pesangon kepada Kemenlerian PAN dan RB, bersama ini dengan hormat disampaikan

1.

DHamPaaNmnFenminhhibnwﬁzTalumﬂ?ﬂmFambammm%gaﬁHegm‘ ;
sebagaimana lelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tmi?lﬁ
h&mﬁwﬁ%ﬂﬁﬁﬂﬂumdﬁﬂﬁﬁﬂdmﬂmbﬂmkmwmw
(PNS) yang diberhentikan dengan hormat sebagal PNS diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan antara lain diberikan hak pensiun.

PNS yang diberhentikan dengan hormat dan telah berusia paling sedikit 50 tahun d iliki
kerja paling sedikit 20 tahun diberikan hak pensiun, " P

Yang dimaksud dengan hak pensiun adalah hak pensiun sesua dengan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian yang berlaku bagi PNS, yaitu Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tidak dikenal pesangon.

thhamhFNEyangm&ngﬁuhmMmmﬁunﬂdﬁmnpﬁmgmﬁdﬁd diproses
karena tidak/belum ada dasar hukumnya. i

Demikian, atas perhatiannya, disampaikan

an Aparatur Negara dan RB,




